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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab IV mengenai proses dalam 

melakukan pembetulan terhadap faktur pajak penjualan, maka dapat disimpulkan 

bahwa PT. ITU telah melakukan proses pembetulan untuk faktur pajak penjualan 

sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebaiknya PT. ITU dalam melakukan 

pembuatan faktur pajak agar lebih berhati-hati dalam mengisikan informasi terkait 

data untuk faktur pajak agar tidak ada lagi kesalahan dalam pembuatannya. 
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